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WALI KOTA BANJAR

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya
pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya
pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan
komitmen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah
Daerah Kota Banjar untuk melaporkan harta
kekayaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kota Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4244);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
985);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHKASN) di lingkungan Instansi Pemerintah.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEWAJIBAN
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjar.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh
kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN
yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.

8. Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara adalah harta benda
yang dimiliki oleh ASN beserta istri dan anak yang masih
menjadi tanggungannya, baik berupa harta bergerak, harta
tidak bergerak maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai
dengan uang yang diperoleh ASN sebelum, selama dan
setelah menjadi ASN.

BAB II

LAPORAN HARTA KEKAYAAN ASN

Pasal 2

(1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan
LHKASN.
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(2) ASN yang wajib menyampaikan LHKASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), yaitu :

a. Pejabat yang tidak masuk wajib penyampaian laporan
LHKPN; dan

b. Pejabat Esselon III, dan Esselon IV.

(3) ASN yang wajib LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3

(1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
disampaikan kepada Wali Kota melalui Inspektorat sebagai
unit pengelola LHKASN.

(2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam
rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) rangkap disampaikan
kepada sekretariat unit pengelola LHKASN dan 1 (satu)
rangkap disimpan oleh ASN yang bersangkutan.

Pasal 4

LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
disampaikan paling lambat :

a. 2 (dua) bulan setelah Peraturan Wali Kota ini ditetapkan;

b. 1 (satu) bulan setelah ASN tersebut diangkat dalam jabatan,
mutasi atau promosi; dan

c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

BAB III

UNIT PENGELOLA LHKASN

Pasal 5
(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKASN dibentuk unit

pengelola LHKASN.

(2) Unit pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berkedudukan pada Inspektorat.

(3) Struktur unit pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari :

a. penanggung jawab;

b. ketua, selaku koordinator;

c. sekretaris; dan

d. anggota.

(4) Struktur unit pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
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Pasal 6

(1) Setiap Perangkat Daerah wajib membentuk pengelola
LHKASN.

(2) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan LHKASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administrasi
dilaksanakan oleh Inspektorat.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi :

a. memantau kepatuhan penyampaian LHKASN oleh wajib
LHKASN;

b. berkoordinasi dengan unit pengelola LHKASN dalam
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
dan

c. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai
pelaksanaan tugas, kepada Wali Kota.

(4) Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan
atas pelaksanaan pengelolaan LHKASN di lingkungan
kerjanya.

BAB V

LARANGAN

Pasal 8

(1) Unit pengelola LHKASN dilarang memberikan informasi
tentang harta kekayaan wajib LHKASN selain kepada Wali
Kota dan pihak lain sesuai wewenang yang dimiliki
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Wajib LHKASN dilarang menyampaikan laporan LHKASN
yang tidak benar.

BAB VI

SANKSI

Pasal 9

(1) ASN yang terlambat dan/atau tidak melaporkan LHKASN,
diberikan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.



6

(2) Kepada Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4),
dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), berupa teguran tertulis.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas unit
pengelola LHKASN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan,
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar

pada tanggal 4 Oktober 2019

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar

pada tanggal 4 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 42


